
Page | 1 

 

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License 

(CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that 

the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not 

comply with these terms. 

Law Enforcement of Drug Abuse Against Children in the Sidoarjo 

Police Department 

[Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di 

Polresta Sidoarjo] 
 

Firrisa Farah Ladita1), Emy Rosnawati2)  

1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 
2)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia 
*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id  

 

I. DESKRIPSI KARYA  

Video wawancara tentang Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Anak di Polresta Sidoarjo 

ini dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber Bpk. Moh Junaedi, S.H., M.M selaku KBO Satuan Resnarkoba. 

Pemilihan tema Video ini dipilih dikarenakan adanya satu permasalahan hukum yang kerap terjadi dalam masyarakat 

yaitu penyalahgunaan narkoba. Mengenai permasalahan  penyalahgunaan narkoba,  akan  diselesaikan  melalui  sistem  

peradilan  pidana anak.[1]  

Narkoba merupakan barang ilegal yang dilarang secara sosial dan hukum. Sebagian besar waktu, 

perdagangan narkoba dilakukan secara tertutup, dengan pengedar hanya bertransaksi dengan orang-orang yang 

mereka kenal atau anggap dapat dipercaya. Penyalahgunaan narkoba cenderung terjadi pada anak-anak yang tidak 

mendapatkan lingkungan yang sehat serta kurangnya kasih sayang, perhatian, arahan, dan pengawasan dari orang tua. 

Baik secara statistik maupun kualitatif, kejahatan terkait narkoba terus meningkat di masyarakat dengan semakin 

banyaknya korban, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda. Pemerintah menggantikan undang-undang 

sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dengan Undang-Undang No. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai upaya untuk menurunkan angka penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. 

Undang-undang ini lebih komprehensif dalam upayanya untuk mencegah, memberantas, dan melarang distribusi serta 

konsumsi narkoba.[2]  

Di Indonesia, pecandu narkotika pada umumnya berusia 15-24 tahun, sebuah rentang usia yang masih dalam 

masa produktif atau masa belajar. Anak-anak yang terlibat dalam kasus narkotika sering kali dipicu oleh 

ketidaknyamanan di dalam keluarga, di mana disfungsi keluarga dapat meningkatkan risiko penyimpangan perilaku 

pada anak dan remaja. Penggunaan narkotika pada anak di bawah umur biasanya dimulai dengan kebiasaan merokok, 

yang telah menjadi hal umum di kalangan pelajar. Kebiasaan ini dapat mendorong mereka ke pergaulan yang tidak 

sehat, seperti mencoba narkoba karena rasa penasaran hingga akhirnya menjadi ketagihan dan ketergantungan.[3]  

Secara hukum, anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkoba dianggap sebagai pelanggar; namun, 

penting diingat bahwa, seperti halnya perjudian, penyalahgunaan narkoba adalah kejahatan tanpa korban di mana 

pelaku sekaligus menjadi korban. Upaya aparat penegak hukum untuk mencegah dan menangani kejahatan ini, baik 

yang dilakukan oleh orang dewasa maupun anak di bawah umur, belum mampu menurunkan jumlah kasus secara 

signifikan di Indonesia. Seluruh lapisan masyarakat harus mengambil peran aktif dalam mencegah penyalahgunaan 

narkoba, dan masyarakat dapat bekerja sama dengan lembaga penegak hukum seperti Badan Narkotika Nasional 

(BNN) dan kepolisian. Mengingat pengaruh dari luar sering kali menjadi penyebab utama pelanggaran oleh remaja, 

analisis sosiologis hukum terhadap masalah ini diperlukan untuk pemahaman dan solusi yang lebih menyeluruh.[4] 

Penegakan hukum terkait narkotika masih belum optimal, dan peran penegak hukum seperti BNN, 

Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim belum menunjukkan efektivitas yang maksimal sebagai representasi negara. Oleh 

karena itu, diperlukan optimalisasi dan transparansi dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika agar lembaga 

penegak hukum dapat meningkatkan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat. Masalah penyalahgunaan narkotika 

oleh anak adalah masalah yang sangat kompleks, memerlukan upaya dan dukungan dari semua pihak—keluarga, 

masyarakat, pemerintah, dan APH—untuk mencapai tujuan yang diharapkan.[5]  

Manfaat wawancara ini adalah untuk menggali informasi mengenai penyalahgunaan narkoba yang dilakukan 

oleh anak serta penanganan pelaku yang terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Melalui 

wawancara mendalam, penelitian ini akan mengidentifikasi penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian 

terhadap pelaku. 

II. PERTANYAAN DAN HASIL WAWANCARA 

A. Pertanyaan tentang Apakah Pelaku Di Bawah Umur Yang Terlibat dalam Pengedaran Narkoba Dapat 

Dikenakan Hukuman Pidana Yang Sama Dengan Orang Dewasa 
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Moh Junaedi menjelaskan dalam klarifikasinya bahwa meskipun pelaku tindak pidana dewasa dan anak akan 

menghadapi hukuman pidana yang sama, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur proses penyidikan 

dan pengadilan secara khusus. Selain itu, Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa hukuman bagi anak 

dikurangi sepertiga dari hukuman orang dewasa. Penjahat dewasa dan anak-anak melalui prosedur hukum yang 

berbeda; orang dewasa melalui sistem pengadilan umum, sementara anak-anak melalui proses penyidikan dan hukum 

yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang 

mengamanatkan bahwa pelaku tindak pidana anak mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa, 

termasuk pengurangan hukuman dan upaya rehabilitasi, anak-anak yang bermasalah dengan hukum harus menjalani 

perlakuan khusus. Dalam hal hukuman pidana, anak-anak biasanya mendapatkan pendampingan, rehabilitasi, dan 

pendidikan, bukan hukuman penjara yang panjang seperti orang dewasa..[6] 

B. Pertanyaan tentang Perbedaan Proses Peradilan Bagi Pelaku Pengedar Narkoba Dibawah Umur dan 

Pelaku Dewasa 

Pak Moh Junaedi menjelaskan bahwa adanya perbedaan  proses peradilan bagi pelaku orang dewasa dan 

anak dibawah umur, perbedaannya adalah jika orang dewasa  mengikuti peradilan pada umumnya sedangkan pelaku 

di bawah umur mengikuti proses penyidikan dan peradilannya mengikuti Undang-Undang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak. Proses penangkapan anak harus dilakukan dengan cara yang humanis 

sedangkan pelaku dewsa berdasarkan prosedur standar tanpa pertimbangan khusus. Jenis hukuman untuk anak lebih 

ringan dan berorientasi pada rehabilitasi, akan tetapi jika pelaku dewasa dikenakan hukuman penjara lebih berat, denda, 

atau hukuman tambahan sesuai dengan Undang-undang.[7] 

 

c. Pertanyaan tentang Peran Rehabilitasi dalam Penanganan Pelaku Dibawah Umur Yang Terlibat Dalam 

Kasus Pengedaran Narkoba 

Rehabilitasi memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan pelaku di bawah umur yang terlibat 

dalam kasus pengedaran narkoba. Fokus rehabilitasi ini adalah untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam 

kejahatan narkoba agar dapat pulih dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Peran rehabilitasi 

dalam penanganan pelaku di bawah umur yaitu lembaga rehabilitasi yang ditunjuk oleh pemerintah sangat mempunyai 

peran penting terkait penangananan kepada korban pengguna narkotika baik melalui mekanisme rawat inap dan rawat 

jalan yang semuanya untuk proses pemulihan terhadap korban agar beradaptasi lagi kepada keluarga dan  masyarakat. 

Pengawasan dan pendampingan terhadap pelaku dibawah umur diawasi dan didampingi oleh petugas sosial atau 

psikolog untuk memastikan bahwa mereka tidak kembali ke lingkungan yang dapat mendorong mereka untuk terlibat 

kembali dalam kejahatan. Rehabilitasi membantu anak-anak untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dengan lebih 

baik. Program rehabilitasi biasanya dirancang untuk memastikan bahwa anak-anak yang telah menyelesaikan program 

tersebut dapat hidup secara produktif dan tidak kembali terjerumus dalam kejahatan.[8] 
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III. SIMPULAN 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa narkoba masih menjadi momok yang menyeramkan bagi masyarakat, 

tentunya bagi anak. Faktor lingkungan juga menjadi salah satu faktor pendukung anak untuk menggunakan narkoba. 

Berdasarkan penjelasan Moh Junaedi S.H., M.M., sanksi bagi pelaku pengedar narkotika, baik dewasa maupun di 

bawah umur, pada dasarnya sama sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, 

perbedaan terletak pada proses penyidikan dan peradilan, di mana pelaku dewasa mengikuti proses peradilan umum, 

sementara pelaku di bawah umur diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem 

Peradilan Pidana Anak akan dikurangi sepertiga dari hukuman orang dewasa. Lembaga rehabilitasi berperan krusial 

dalam proses pemulihan korban narkotika, baik melalui rawat inap maupun rawat jalan, untuk membantu mereka 

beradaptasi kembali dengan keluarga dan masyarakat. 
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